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ABSTRAK 

 
Gerakan feminisme di Tunisia mengalami perubahan dan 

transformasi yang signifikan post-Arab Spring. Hal ini menjadi momentum 

bagi Tunisia dalam proses revolusi maupun pasca revolusi. Situasi ini juga 

dimanfaatkan dengan baik oleh para perempuan dan gerakan feminisme 

Tunisia untuk ikut serta dan terlibat dalam proses revolusi dan transisi 

pemerintahan. Jika sebelum Arab Spring pola gerakan feminisme lebih 

pada ideologi negara (state feminism), tetapi pasca Arab Spring lebih 

mengarah pada aktivisme gender. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

gerakan feminisme post-Arab Spring lebih partisipatif dibandingkan 

sebelumnya. 

Selain itu, politik identitas di Tunisia juga menguat post-Arab 

Spring. Proses transisi pemerintahan dan demokratisasi membuat negara 

tersebut harus mampu keluar dari berbagai persoalan politik. Kontestasi 

dan proses negosiasi antara kelompok Islamis vis-à-vis sekularis juga tidak 

dapat terhindarkan. Kedua kelompok tersebut saling berebut kekuasaan 

dan posisi politik dalam proses transisi pasca Arab Spring. Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menelaah, melacak dan memberikan 

perspektif yang baru dalam persoalan diskursus gerakan feminisme dan politik 

identitas Tunisia. Sementara itu, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan, 

yakni terkait bagaimana arah baru gerakan feminisme Tunisia pada masa 

post-Arab Spring, bagaimana konstelasi politik identitas di Tunisia 

post-Arab Spring, dan mengapa politik identitas dan upaya gerakan 

kelompok feminisme menguat post-Arab Spring dalam persoalan 

politik Tunisia.Dalam menganalisis bagaimana transformasi gerakan 

feminisme dan poltik di Tunisia, peneliti menggunakan teori gerakan sosial. Tiga 

kompenen utama dalam teori ini yakni, peluang politis (political opportunity 

structure), siklus penentangan (cycle of contention), dan pembingkaian (framing).   

Penelitian ini menemukan bahwa gerakan feminisme di Tunisia 

pada post-Arab Spring mengarah pada aktivisme gender atau peneliti 

dalam hal ini memilih menyebut dengan istilah “feminisme partisipatif”. 

Para perempuan ikut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan 

maupun merespon berbagai isu penting terkait isu perempuan, gender, dan 

hak asasi manusia. Selain itu, politik identitas sebelum dan pasca Arab 

Spring juga menjadi perdebatan dan persoalan serius bagi Tunisia, 

terutama di tengah proses transisi politik post- Arab Spring. Sehingga, antar 

kedua kelompok, baik Islamis dan sekularis berusaha berkontestasi dan 

bernegosiasi untuk mendapatkan tempat dan jabatan politik di 

pemerintahan. 

Kata Kunci: Arab Spring, Feminisme, Gender, Identitas, Politik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran dan keterlibatan perempuan dalam proses terjadinya 

revolusi Arab Spring terepresentasikan dalam beberapa aktivisme 

yang mereka lakukan.1 Hal ini menunjukkan bahwa perempuan 

memiliki kontribusi penting dalam aktivitas politik dan partisipasi 

di ruang publik. Gerakan feminisme Tunisia kaitannya dalam proses 

revolusi Arab Spring pada tahun 2011 menunjukkan bahwa mereka 

berusaha beraksi nyata dengan berbagai aktivitas dan ekspresi yang 

mampu dilakukan. Jiwa perlawanan yang termanifestasikan dalam 

diri perempuan berupaya terefleksikan dalam aktivitas politik. 

Selain itu, perempuan juga menggunakan media sosial dan teknologi 

informasi dalam memobilisasi massa terkait ruang publik di Tunisia. 

Di beberapa negara lainnya, seperti halnya Mesir, Libya, Yaman, 

dan Yordania juga melakukan hal yang sama dalam upaya 

menumbangkan rezim di negaranya masing-masing.2 

Perempuan Tunisia sendiri menjadi salah satu fenomena 

dimana mereka turut ikut serta dalam memobilisasi massa dalam 

proses revolusi, baik melalui media sosial maupun turun ke jalan 

dalam rangka menyuarakan hak-hak mereka, terutama usaha 

                                                 
1 Fatima Sadiqi (eds.), Women’s Movements in Post-“Arab Spring” North 

Africa, 1st ed., Comparative Feminist Studies (Palgrave Macmillan US, 2016), 1-2. 
2 Ahmad R. Mardhatillah Umar et al., “Media Sosial dan Revolusi Politik: 

Memahami Kembali Fenomena ‘Arab Spring’ dalam Perspektif Ruang Publik 

Transnasional,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 18, No. 2 (September 22, 2016): 

114–29. 
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menumbangkan rezim Ben Ali yang dinilai otoriter dan korup.3 

Sementara itu, perempuan kurang difasilitasi dalam urusan politik 

dan cenderung terpinggirkan. Oleh karena itu, ada pergeseran yang 

terjadi pada masa pra dan pasca revolusi Arab Spring, yakni dari 

aktivisme ideologi ke perjuangan gender. Artinya, perempuan tidak 

hanya berdiam diri, akan tetapi mereka juga berpartisipasi aktif 

dalam proses rekonsiliasi politik dan terwujudnya negara yang 

demokratis.  

Dalam konteks tersebut, para aktivis perempuan dan gerakan 

feminisme di Tunisia memainkan peran penting dalam upaya 

rekonsiliasi dan transformasi politik Tunisia. Mereka juga mampu 

masuk ke parlemen dan menduduki posisi penting dalam 

pemerintahan. Bahkan, mereka juga terlibat dalam penyusunan 

kebijakan negara dalam urusan perempuan, kesetaraan gender, dan 

persoalan keadilan perempuan, serta hak asasi manusia. Dalam hal 

ini, perubahan pemikiran perempuan Tunisia sangat signifikan. 

Mereka telah berpikir maju dalam melihat zaman yang semakin 

berkembang dan situasi politik yang terus dinamis. Maka, mereka 

juga harus terlibat dan memainkan peran penting dalam upaya 

transformasi politik Tunisia yang demokratis, adil, dan berkeadilan. 

Dalam pandangan Imen Yacoubi, hak-hak perempuan di Tunisia 

melampaui paradigma kedaulatan negara yang berfokus pada 

hukum yang dikaitkan dengan feminisme negara.4 Pemberontakan 

                                                 
3 Lisa Anderson, “Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences 

between Tunisia, Egypt, and Libya,” Foreign Affairs 90 (2011): 2. 

 4 Imen Yacoubi, “Soveregnity from Below: State Feminism and 

Politics of Women Against Women in Tunisia,” The Arab Studies Journal 24, No. 1 

(2016): 254–74. 
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dan perlawanan yang dilakukan oleh para perempuan Tunisia dan 

mereka memiliki tiga sifat, yakni pertama, mengungkapkan 

pemahaman kritis tentang negara Tunisia, baik sebelum dan pasca 

revolusi Dunia Arab. Kedua, yakni feminisme yang berkomitmen 

pada klaim kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui non-

pemerintah dan kolektif sipil. Ketiga, yakni para perempuan 

melakukan pemberontakan melalui kehidupan sehari-hari, aksi 

langsung, pendudukan ruang publik, dan beragam bentuk feminitas 

yang ekspresif.5 

Jika dilacak dari tantangan dan peluang yang terjadi pada 

perempuan pos Arab Spring di Dunia Arab, ada berbagai pandangan 

baru terkait studi pemberdayaan perempuan pos Arab Spring, yakni 

lebih berfokus pada berbagai bentuk dan segi politik partisipatif.6 

Shalaby dan Moghadam juga menyoroti tentang peran masyarakat 

sipil dan kekuatan sosial yang berbeda dalam mempromosikan isu 

gender di berbagai wilayah di Dunia Arab. Terlepas dari dampak 

struktural dan proses kelembagaan dalam mempromosikan hak-hak 

perempuan, kesetaraan gender, dan persoalan terkait perempuan.  

Lebih lanjut, untuk memahami dinamika hubungan antar 

wilayah di Dunia Arab, terutama terkait kondisi demokrasi yang 

dinilai lamban dan persoalan hak-hak perempuan. Para cendekiawan 

dan pemegang kebijakan, serta peneliti juga tengah mengkaji terkait 

diskursus tersebut. Ada salah satu kelompok ulama yang 

berpendapat bahwa hubungan antara demokrasi dan perempuan 

                                                 
5 Ibid, 254. 
6 Marwa Shalaby and Valentine M. Moghadam (eds.), Empowering Women 

after the Arab Spring, 1st ed., Comparative Feminist Studies (Palgrave Macmillan US, 

2016), 1-2. 
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tidak mudah didefinisikan. Tidak hanya itu, ketahanan suatu negara 

demokrasi memiliki dampak yang kuat dalam membentuk norma-

norma patriarki di masyarakat. Berdasarkan pada pandangan ini 

mengungkap bahwa lambatnya demokrasi juga menimbulkan hak-

hak perempuan di seluruh wilayah dapat dengan mudah dikaitkan 

dengan kurangnya tradisi demokrasi.7 

Sementara dalam diskursus perempuan dan demokrasi pos 

Arab Spring di Dunia Arab mempertanyakan apakah demokrasi 

sesuai untuk perempuan. Hal ini juga membutuhkan jawaban dan 

penelusuran mendalam. Dalam hal ini, demokrasi dinilai sebagai 

sistem politik yang membuatnya paling cocok dan mampu dicapai 

kewarganegaraan terkait perempuan dan kesetaraan gender. 

Selanjutnya, mobilisasi yang terjadi dalam konteks transisi 

demokrasi juga mengarah pada pemberdayaan perempuan. Contoh 

lain dari proses demokratisasi, yakni adanya protes sosial massal 

yang mengarah ke perubahan politik besar, konstitusi baru, 

masyarakat sipil yang lebih kuat, dan demokratisasi yang terus 

menguat.  

Dalam konteks Tunisia di bawah kuasa Ben Ali menjadi 

negara yang rentan terhadap kesewenang-wenangan atas perempuan 

dan tindak korupsi yang ia lakukan telah menambah daftar 

kebobrokan rezimnya. Upaya revolusi Arab Spring di Tunisia yang 

dipicu oleh pembakaran diri Mohammaed Bouazizi atas sikap 

pemerintah yang korup dan otoriter, serta situasi ekonomi Tunisia 

                                                 
7 Ibid, 7. 
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yang memburuk.8 Di sisi lain, pada awal pemerintahannya Ben Ali 

berusaha menerapkan sistem pemerintahan yang liberal. Dimana 

penegakan hak perempuan dan pembangunan sosial ekonomi 

menjadi prioritasnya. Namun, hal itu hanya sebagai kedok rezim 

yang mengatasnamakan demokrasi. Pembatasan ruang gerak 

aktivitas organisasi juga terjadi pada masa itu. Sebagai salah satu 

contohnya, The Tunisian Human Right League adalah organisasi 

yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia. Dalam 

pergerakannya, organisasi tersebut berada di bawah kendali 

pemerintah. Hal ini menjadikan melemahnya partisipasi aktivisme 

masyarakat sipil di Tunisia.9  Bahkan, banyak terjadinya 

pengangguran di Tunisia semakin membuat rakyat Tunisia merasa 

kesal dan menyulut kemarahan atas tindakan represif pemerintah 

kepada rakyatnya. Upaya menumbangkan rezim otoriter Ben Ali 

adalah langkah konkret untuk mengatasi problematika yang tengah 

dialami oleh Tunisia. Menguatnya Arab Spring di negara-negara 

Timur Tengah juga membuat Islam dalam gerakan sosial dan upaya 

demokratisasi semakin membesar dalam lanskap Timur Tengah.10 

Selanjutnya, keterlibatan perempuan dalam konteks politik 

Tunisia dan identitas politik yang tereprsentasikan pos Arab Spring 

juga menjadi kajian penting, terutama pada kurun waktu 2011-2015. 

                                                 
8 Ahmad Sahide et al., “The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor 

Penyebabnya,” Jurnal Hubungan Internasional 4, No. 2 (2016): 118–29. 
9 Muhammad Fakhry Ghafur, “Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan 

Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya,” Jurnal Penelitian Politik 11, No. 2 (April 

11, 2016): 16.  
10 Shafira Elnanda Yasmine, “Arab Spring: Islam dalam Gerakan Sosial dan 

Demokrasi Timur Tengah,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 28, No. 2 (2015): 

106–13. 
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Penelitian lebih berfokus pada rentang waktu tersebut, dimana pada 

masa ini terjadi proses transisi pemerintahan pasca revolusi. 

Pemerintah baru Tunisia masih terus berbenah dan menentukan 

bagaimana arah ke depan pasca revolusi. Hal ini untuk melihat 

secara intensif bagaimana kontribusi perempuan Tunisia dalam 

mempengaruhi wajah politik Tunisia dan kebijakan-kebijakan 

terkait kesetaraan gender, akomodir atas hak-hak perempuan, dan 

persoalan hak asasi manusia. Situasi ini pada akhirnya membuat 

perempuan terakomodir suara dan hak-haknya dalam konteks 

negara dan masyarakat. Selain itu, dalam konteks pos Arab Spring, 

perempuan memiliki dampak besar bagi perubahan politik dan 

terwakilinya suara dan pendapat para perempuan Tunisia terkait 

kesetaraan gender, persoalan Hak Asasi Manusia dan isu-isu yang 

menyangkut dengan persoalan perempuan Tunisia.11  

Dalam konteks historisnya, gerakan feminisme di Tunisia 

dapat dilacak paling tidak dalam proses revolusi Dunia Arab yang 

dimulai di negara tersebut. Lebih lanjut, untuk melihat dan menilai 

proses perjuangan perempuan Tunisia dapat dilihat dari transisi 

politik dan untuk melindungi hak-hak mereka, penting untuk 

mempertimbangkan latar belakang sejarah hak-hak perempuan di 

Tunisia. Lebih khusus, latar belakang dari sejarah terkait legislasi 

gender Tunisia dan janji partai baru Ennahda memainkan peran 

penting terkait hak perempuan, baik sebelum maupun pasca revolusi 

Dunia Arab.12 Sementara mengenai gerakan feminisme di Tunisia 

                                                 
11 Sadiqi ( eds ), Women’s Movements in Post-“Arab Spring” North Africa, 

223-225. 
12 Pelin Gönül Şahin. Women’s Liberties and Gender Equality in Tunisia: The 

Asthma of the Arab Spring?,” CIDOB, diakses padda 21 Desember 2021, 
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sebelum Arab Spring, yakni upaya perjuangan dalam kesetaraan 

gender dapat dibaca dari penelitian Amel Grami. Ia mengulas terkait 

bagaimana akar peran perintis Tunisia dalam berbagai isu 

perempuan dalam mencapai kembali ke awal kedua puluh. Dalam 

hal ini, Tahar Haddad, seorang sarjana progresif Zitouna yang 

menyerukan pembebasan perempuan dalam konteks ikatan 

tradisional mereka.13 Ia juga menulis buku berjudul “Our Women in 

the Shari’a and Society” yang diterbitkan pada tahun 1930. Dalam 

bukunya tersebut, Haddad menyerukan tentang pentingnya 

perempuan dalam masyarakat modern dan berkembang. Ia juga 

mengkaji posisi perempuan dalam masyarakat Tunisia yang 

menyandingkannya dengan hukum Islam. Menurut pandangan 

Haddad, pendidikan formal bagi perempuan adalah keharusan dan 

mempertahankan bahwa selama bertahun-tahun Islam telah 

disalahartikan, sehingga perempuan tidak menyadari tugas mereka 

dan keuntungan sah yang dapat mereka harapkan dalam hidup. 

Lebih lanjut, Haddad mengecam segala bentuk pelecehan 

terhadap perempuan, seperti halnya penolakan terkait suami yang 

dapat menceraikan istrinya tanpa penjelasan. Dalam persoalan 

tersebut, Islam memperbolehkan, tetapi ada banyak yang 

menyangkal pernyataan hal itu. Menurutnya, agama tidak bersalah 

atas tuduhan tersebut yang menjadi penghalang jalan modernitas.14 

Haddad juga menyerukan dukungan untuk perubahan sosial dan 

                                                 
http://www.cidob.org/en/publications/publication_series/monographs/monographs/wo

men_s_liberties_and_gender_equality_in_tunisia_the_asthma_of_the_arab_spring. 
13 Amel Grami, “Gender Equality in Tunisia,” British Journal of Middle 

Eastern Studies 35, No. 3 (2008): 349–61. 
14 Ibid, 350. 
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penghormatan agama terhadap identitas. Perlu diketahui dalam 

sejarah perjalanan emansipasi perempuan Tunisia pada tahun 1936 

melahirkan pembentukan organisasi perempuan pertama. 

Perempuan Tunisia juga berupaya memajukan tujuan mereka sendiri 

dengan signifikan dan memainkan peran aktif dalam perjuangan 

kemerdeaan negara merdeka yang terjadi pada tahun 1938. Dari 

peristiwa tersebut, para pemimpin partai Destour dan perempuan 

yang tergabung dalam aksi demonstrasi partai ditangkap. 

Di lain pihak, Code of Personal Status (CPS) atau Kode 

Status Pribadi diadopsi pada 13 Agustus 1956. Keputusan tersebut 

terjadi pasca kemerdekaan Tunisia. CPS sendiri bukan tanggapan 

dari negara terhadap klaim dan tekanan perempuan, tetapi keputusan 

politik yang diambil oleh para pemimpin politik dan reformis di 

perkotaan. Lebih lanjut, para aktivis perempuan Tunisia juga 

menekankan pada perlunya memisahkan agama dari negara sebagai 

upaya penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Mereka 

berkeyakinan bahwa usaha memajukan hak-hak perempuan adalah 

kunci gerbang kebebasan bagi perempuan dan perlindungan dari 

gerakan ekstremis, serta kemunduran yang terjadi.  

Selanjutnya, gerakan feminisime Tunisia sendiri dapat 

ditelusuri dalam beberapa fase, yakni fase lahirnya gerakan 

feminisme pada tahun 1920-1956, state feminism pada tahun 1956-

1970, dan munculnya gerakan feminis otonom.15 Dari konteks 

historisnya, gerakan awal feminisme Tunisia dimulai pada tahun 

                                                 
15 Khedija Arfaoui, “The Development of the Feminist Movement in Tunisia 

1920s-2000s,” The International Journal of the Humanities: Annual Review 4, No. 8 

(2007): 53–60, 53. 
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1920. Selanjutnya, dunia pun terbagi menjadi dua, yakni lingkungan 

yang ramah bagi perempuan dan ruang publik bagi laki-laki. 

Berdasarkan konteksnya, perempuan Tunisia tidak hanya menjalani 

kehidupan yang terpencil, tetapi mereka juga memakai kerudung. 

Bahkan, hanya sebagian orang yang memiiki hak istimewa dan 

akses pendidikan oleh guru pribadi. Namun, gerakan nasionalis 

kemerdekaan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk 

memasuki ruang publik. Mereka pun membentuk tiga gerakan 

penting, yakni sosialis, nasionalis, dan religius. Perempuan Tunisia 

dalam hal ini muncul ke depan umum untuk mendukung perjuangan 

kemerdekaan.    

Lebih lanjut, kehidupan perempuan di Dunia Arab sangat 

tergantung dan diatur oleh hukum keluarga dan ditentang Habib 

Bourguiba  dalam Kode Status Pribadi (CPS) pasca kemerdekaan 

tahun 1956. Ia menciptakan prinsip dasar, yakni kesetaraan laki-laki 

dan perempuan. Dalam kurun waktu tahun lima puluhan awal dan 

awal enam puluhan menjadi periode dengan gejolak internasional 

yang intens dalam persoalan hak-hak sipil dan kebebasan. 

Bourguiba juga mengambil keputusan besar lainnya, yakni 

membuat tiga gerakan utama yang tergabung dalam Persatuan 

Perempuan Nasional atau The National Union of Tunisian Women 

(UNFT).  

Sementara itu, generasi baru gerakan feminisme muncul ke 

permukaan. Mereka juga mendapatkan akses yang baik dalam hal 

pendidikan. Bahkan, banyak dari perempuan tersebut lebih 

progresif. Pada masa Ben Ali muncul dua organisasi feminis, yakni 
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AFTURD16 dan AFTD17. Selain itu, pada tahun 1982, Tunisia 

menjadi tuan rumah UNESCO dalam pertemuan ahli penelitian 

mulitidisiplin mengenai perempuan di Dunia Arab. Di lain pihak, 

salah satu faktor yang menyebabkan mobilisasi perempuan adalah 

bangkitnya fundamentalisme di Dunia Arab.  

Akhirnya, Tunisia memasuki fase Arab Spring, dimana 

situasi politik yang tidak menentu membuat gerakan feminisme pun 

mencuat. Mereka terlibat dalam upaya mobilisasi atas apa yang 

terjadi dalam politik Tunisia yang memanas. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya gerakan-gerakan perempuan dalam 

berbagai aksinya, baik melalui media sosial maupun aksi 

demonstrasi menuntut turunnya Ben Ali dari kekuasaannya.18 

Sementara pada masa post-Arab Spring, persoalan mengenai hak-

hak perempuan dan peran yang dimainkan oleh perempuan dalam 

membangun kembali negara mereka dan membentuk kembali masa 

depan. Hal ini juga dialami oleh gerakan feminisme di Tunisia. 

Aktivitas yang dilakukan oleh perempuan Arab baik secara online 

dan offline yang produktif dalam memberikan kontribusi bagi 

sejarah feminisme di Dunia Arab. 

                                                 
16 Association of Tunisian Women for Research and Deveplopment 

(AFTURD) merupakan suatu organisasi yang didalamnya menyatukan para peneliti 

perempuan yang tertarik dengan penelitian aktivis tentang perempuan. Para anggotanya 

berupaya mempromosikan mengenai refleksi kritis dan konstruktif dalam masalah 

status perempuan Tunisia, termasuk budaya, sosial, ekonomi dan politik. 
17 Tunisian Association of The Democratic Women (AFTD) adalah organisasi 

perempuan yang berdiri sejak 1 Mei 2004. Organisasi ini bergerak dalam bidang hak 

perempuan, migrasi dan pengungsi, pendidikan HAM, hak ekonomi dan sosial, 

reformasi Arab, keadilan, kebebasan berserikat dan berbicara. Aktivitas utama meraka 

adalah menjadi tempat perlindungan bagi perempuan-perempuan yang terancam serta 

aktif mengkampanyekan tentang kesetaraan suksesi. 
18 Glenda Garelli and Martina Tazzioli, Tunisia as a Revolutionized Space of 

Migration (New York: Palgrave Macmillan US, 2017), 70.  
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Lebih lanjut, politik identitas Tunisia juga menguat di tengah 

munculnya gerakan feminisme yang terus dinamis dan berkembang. 

Apalagi post-Arab Spring, Tunisia masih mencari formula yang 

tepat untuk melakukan restrukturisasi pemerintahan, termasuk 

masih dihadapkan pada persoalan dalam negeri yang belum selesai. 

Untuk itu, politik identitas yang menguat adalah kelompok 

Islamisme yang berupaya mengambil peran besar dalam transisi 

pemerintahan. Dalam hal ini, partai An-Nahdlah memiliki peran dan 

kontribusi penting mengisi kekosongan kekuasaan post-Arab Spring 

karena Ben Ali sudah jatuh dari kekuasaannya.19 Mobilisasi partai 

Islam dalam proses transisi dari pasca revolusi menjadi hal yang 

tidak dapat terhindarkan.20   

Dalam konteks tersebut, di tengah politik identitas yang 

menguat, fenomena perempuan, terutama gerakan feminisme ikut 

serta terlibat dalam proses rekonsiliasi dan transformasi politik 

Tunisia pasca revolusi merupakan suatu kebaruan yang dilakukan 

dalam gerakan feminisme di negara-negara Timur Tengah dan 

Afrika Utara. Perempuan Tunisia berperan dalam mengakomodasi 

hak-hak dan suara perempuan Tunisia dengan masuk ke parlemen 

maupun terlibat dalam berbagai kasus dan isu-isu kesetaraan gender, 

baik mereka menjadi politisi, aktivis gender, kelompok feminis, 

ataupun berbagai profesi lainnya, yang pada dasarnya menyuarakan 

hak-hak perempuan dan memberikan sinyal positif terhadap arah 

                                                 
19 Wolf and Anne M, Political Islam in Tunisia: The History of Ennahda, 1st 

ed. (Oxford University Press, 2017), 129-130. 
20 Chuchu Zhang, Islamist Party Mobilization: Tunisia’s Ennahda and 

Algeria’s HMS Compared, 1989–2014, 1st ed. (Springer Singapore; Palgrave 

Macmillan, 2020), 213. 
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perbaikan terkait situasi dan kondisi perempuan Tunisia post-Arab 

Spring. Selain itu, politik identitas yang menguat post-Arab Spring 

juga dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk politik, sosial, dan 

ekonomi Tunisia yang berubah pasca tumbangnya rezim Ben Ali. 

Keterlibatan partai An-Nahdhah dan kelompok feminis, serta 

politisi ulung yang berpengaruh juga menjadi faktor mengapa 

politik identitas menguat di Tunisia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya 

paparkan diatas, maka dapat disimpulkan dalam beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana arah baru gerakan feminisme Tunisia pada masa 

post-Arab Spring? 

2. Bagaimana konstelasi politik identitas di Tunisia post-Arab 

Spring? 

3. Mengapa politik identitas dan upaya gerakan kelompok 

feminisme menguat post-Arab Spring dalam persoalan politik 

Tunisia?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji, menelaah, melacak, dan memberikan 

perspektif yang baru dalam persoalan diskursus gerakan feminisme 

Tunisia kaitannya dengan politik Tunisia pos Arab Spring. Selain 

itu, menguatnya politik identitas di Tunisia pasca tumbangnya Ben 

Ali dari kekuasaannya juga menjadi poin penting yang dibahas 
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dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian ini berupaya memberikan 

pemahaman dan kajian yang utuh dalam perdebatan akademik 

terkait gerakan feminisme Tunisia dan kaitannya dengan politik 

identitas di Tunisia yang terjadi pasca peristiwa Arab Spring. 

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

keilmuan dan akademik kepada para peneliti selanjutnya untuk lebih 

komprehensif dan mendalam untuk meneliti dan mengkaji terkait 

topik gerakan feminisme Tunisia dan politik identitas pos Arab 

Spring. Selain itu, penelitian ini juga terkandung bagaimana proses 

dan fenomena sosial yang terkait dengan gerakan sosial yang terjadi 

dalam lanskap masyarakat dan negara.    

 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan beberapa pelacakan terhadap berbagai literatur 

yang ada, terutama terkait gerakan feminisme Tunisia. Peneliti 

menemukan beberapa tema penelitian yang terkait dengan gerakan 

feminisme Tunisia, terutama pada masa sebelum, tengah terjadinya 

peristiwa Arab Spring maupun pasca peristiwa Arab Spring. Adapun 

penelitian yang membahas mengenai perempuan Tunisia modern, 

yakni penelitian yang ditulis oleh Amy Aisen Kallander yang 

berjudul Women, Gender, and the Palace Households in Ottoman 

Tunisia.21 Dalam bukunya tersebut, Kallander berupaya membahas 

bagaimana perdebatan mengenai diskursus feminisme-negara dan 

global. Di dalam penelitiannya, Kallender berusaha menelaah 

bagaimana potret perempuan urban, keluarga di wilayah pedalaman, 

                                                 
21 Amy Aisen Kallander, Women, Gender, and the Palace Households in 

Ottoman Tunisia (University of Texas Press, 2013). 
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dan keadilan dalam persoalan reproduksi. Beberapa kajian yang 

dilakukan Kallender, terutama mengenai konteks fashion, konsumsi, 

dan peran gender dalam lanskap Tunisia modern. Selanjutnya, ia 

juga berusaha mengupas topik terkait cinta dan seksual, yakni 

bagaimana keterbatasan perempuan Tunisia dan diskursus 

maskulinitas-heteroseksual. Untuk itu, penelitian Kallender dapat 

menjadi pijakan dan acuan awal untuk melihat bagaimana 

perempuan Tunisia modern dalam mengekspresikan dirinya dalam 

ruang-ruang publik. 

Selanjutnya, penelitian lainnya yang membahas mengenai 

peran perempuan dalam kaitannya dengan peristiwa pos Arab 

Spring, yakni penelitian yang berjudul State Feminism dan 

Perjuangan Wanita di Tunisia yang ditulis oleh Mohd Irwan Syazli 

Saidin dan Nur Amira Alfitri.22 Penelitian ini mengungkap secara 

detail mengenai fenomena peristiwa Arab Spring yang terjadi di 

kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang menjadi momentum 

dan membawa transformasi yang signifikan terutama dalam lanskap 

politik Tunisia. Di dalam penelitian ini berusaha menjelaskan bahwa 

pasca revolusi Arab Spring 2011 menjadi awal baru pemerintah 

Tunisia dan secara bertahap mengadopsi gagasan utama terkait 

dengan feminisme negara. Sementara itu, dalam konteks tersebut 

menekankan pada peran pemerintah dalam melakukan tindakan 

afirmatif dalam mendukung hak-hak perempuan Tunisia. Secara 

garis besar, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana keterkaitan 

                                                 
22 Mohd Irwan Syazli Saidin dan Nur Amira Alfitri, ‘State Feminism’ dan 

Perjuangan Wanita di Tunisia Pasca Arab Spring 2011,” International Journal of 

Islamic Thought (IJIT) 18 (December 2020): 54–64. 
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antara feminisme negara dan peran perjuangan perempuan Tunisia 

pos Arab Spring. Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini yakni 

perempuan pasca revolusi Arab Spring mengalami lintasan baru 

dalam konteks kebebasan politik dan sosial. Bahkan, terjadi 

lonjakan yang cukup besar dalam peningkatan jumlah anggota 

parlemen yang didalamnya diisi oleh perempuan dan mereka 

memiliki peran penting dalam penyusunan konstitusi Tunisia yang 

baru dan didalamnya memuat pengakuan perlindungan hak-hak 

perempuan Tunisia melalui pasal 46 tahun 2014 dan penghargaan 

Nobel perdamaian pada tahun 2015. 

Lebih lanjut, penelitian terkait peran perempuan pos Arab 

Spring juga dilakukan oleh Marwa Shalaby dan Valentine M. 

Mogadham yang berjudul Empowering Women after the Arab 

Spring.23 Penelitian ini memuat beberapa topik penting mengenai 

keterlibatan dan peran perempuan dalam konteks politik pasca 

terjadinya revolusi Arab Spring. Beberapa kasus peran perempuan 

di beberapa negara di kawasan Timur Tengah, seperti halnya 

Tunisia, Mesir, Lebanon, Yordania, dan beberapa negara lainnya 

juga menjadi topik pembahasan. Akan tetapi, jika membaca lebih 

detail terkait perempuan Tunisia, terutama dalam persoalan 

tantangan perempuan dalam partisipasi politik post-Arab Spring 

yang ditulis oleh Marwa Shalaby. Ia mengulas bagaimana pola 

partisipasi perempuan di seluruh dunia Arab yang mengalami 

transformasi yang dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Jika 

                                                 
23 Marwa Shalaby dan Valentine M. Moghadam (eds.), Empowering Women 

after the Arab Spring, 1st ed., Comparative Feminist Studies (Palgrave Macmillan US, 

2016). 
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sebelum terjadi Arab Spring, perempuan terlihat sebagai sosok yang 

pasif dan tertindas, serta membutuhkan penyelamatan. Akan tetapi, 

pola yang berbeda ditunjukkan pasca terjadi revolusi Arab Spring, 

dimana perempuan cenderung pro-aktif dan tangguh dalam berbagai 

kesempatan, termasuk upaya pemberontakan massal yang berusaha 

menjatuhkan rezim otokratis. Perempuan menyuarakan mengenai 

keadilan, kewarganegaraan setara, dan hak-hak dasar perempuan. 

Untuk itu, setelah berpuluh tahun mereka terpinggirkan dalam sosial 

dan politik, akhirnya mereka menciptakan ruang publik yang sah 

dalam menyuarakan keluhan dan hak-hak mereka dalam berperan 

aktif terkait proses politik. 

Setelah melakukan pembacaan dan penelusuran terkait topik 

yang peneliti kaji yakni gerakan feminisme Tunisia dan politik 

identitas post-Arab Spring, peneliti akhirnya memberikan penilaian 

dan kesimpulan terkait hal tersebut. Kesimpulan dan klaim 

akademik beberapa penelitian mengenai gerakan feminisme masih 

sekadar formalitas belaka, artinya belum mengulas secara 

komprehensif aktivitas dan gerakan praksis mereka sehingga 

berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam lanskap politik Tunisia 

pos Arab Spring. Sementara, terkait politik identitas masih belum 

terlalu mengkaji bagaimana diskursus tersebut dalam lanskap politik 

Tunisia pos Arab Spring. Hal ini justru menjadi kajian penting untuk 

melihat bagaimana aktivitas politik identitas Tunisia dalam konteks 

modern. Sehingga terjadi kekosongan pembahasan politik identitas 

dalam proses politik Tunisia, terutama pasca tumbangnya presiden 

Ben Ali dan pasca terjadinya revolusi Arab Spring. 
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Tidak hanya itu, penelitian lainnya terkait rekonsiliasi politik 

Tunisia pada tahun 2011-2015 juga dikaji oleh Libasut Taqwa dan 

Hendra Kurniawan dalam artikel yang berjudul Peran Partai Al-

Nahdhah dalam Rekonsiliasi Politik di Tunisia Tahun 2011-2015.24 

Penelitian ini menelaah bagaimana peran partai An-Nahdhah dalam 

proses rekonsiliasi politik Tunisia pada kurun waktu 2011-2015. 

Partai An-Nahdhah merupakan partai Islam yang memenangkan 

pemilu pertama di Tunisia pasca revolusi Arab Spring dan 

memainkan peran penting dalam proses transisi politik. Selanjutnya, 

penelitian terkait konsolidasi demokrasi di Tunisia juga menjadi 

salah satu kajian penting untuk melihat bagaimana transisi politik 

Tunisia pos Arab Spring. Penelitian yang dilakukan oleh Dhea 

Veryna Novemta Simatupang dan Arya Sandhiyuda berjudul 

Analisis Faktor-faktor Utama dalam Konsolidasi Demokrasi di 

Tunisia Pasca Arab Spring 2011-2014. Dalam penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa demokrasi di Tunisia merupakan bukti upaya 

konsolidasi demokrasi oleh pemerintahan pos Arab Spring. Nilai-

nilai demokrasi yang sukses terepresentasikan dalam terlaksananya 

pemilu Tunisia yang adil pada tahun 2011. Bahkan, pada masa itu 

adanya koalisi dan hubungan yang baik dengan kelompok oposisi, 

serta kebijakan pemerintah yang tidak bersifat otoriter. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi tumbuh suburnya demokrasi di Tunisia, 

yakni paradigma liberalisme melalui isu demokrasi dengan 

                                                 
24 Libasut Taqwa and Hendra Kurniawan, “Peran Partai Al-Nahdhah 

Rekonsiliasi Politik di Tunisia Tahun 2011-2015,” Jurnal Middle East and Islamic 

Studies 4, No. 1 (2017): 22–42. 
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ideologinya dan memberikan pengaruh pada budaya politik, dan 

konsep sekularisme pasif yang diusung oleh partai An-Nahdhah. 

Selanjutnya, terkait keterlibatan perempuan dalam konstitusi 

baru Tunisia juga dapat dilacak dari penelitian yang dilakukan oleh 

Mounira M. Charrad dan Amira Zarrugh yang berjudul Equal or 

complementary? Women in the new Tunisian Constitution after the 

Arab Spring.25 Dalam penelitiannya, Charrad berupaya mengkaji 

dan melacak bagaimana proses peristiwa Arab Spring telah 

membentuk politik baru yang mewakili adanya pergeseran dari 

politik atas ke bawah, terutama terkait kebijakan gender di Tunisia. 

Charrad berusaha menyoroti terkait wacana seputar kebijakan 

negara tentang gender yang dulunya terkesan dalam lingkup 

kelompok elit. Sementara belakangan ini dibentuk dan didoromg 

oleh organisasi dan asosiasi rakyat. Penelitian ini menemukan fakta 

dan temuan baru, yakni pergeseran yang dihasilkan tersebut 

difasilitasi oleh munculnya ruang publik baru dan keterlibatan 

masyarakat sipil dalam jatuhnya rezim Zine El-Abidine Ben Ali.  

Penelitian lainnya yang juga berfokus pada keterlibatan 

perempuan dalam revolusi Arab Spring adalah penelitian yang 

ditulis oleh Andrea Khalil yang berjudul Tunisia’s Women: Partners 

in Revolution.26 Khalil berupaya melihat secara mendalam terkait 

politik gender yang terepresentasikan dalam revolusi Tunisia dan 

                                                 
25 Loes Debuysere, “‘La Femme’ Before and After the Tunisian Uprising: 

(Dis)Continuities in the Configuration of Women in the Truth Regime of 

‘Tunisianité,’” Middle East Law and Governance 8, No. 2–3 (November 28, 2016): 

201–27. 
26 Andrea Khalil, “Tunisia’s Women: Partners in Revolution,” The Journal of 

North African Studies 19, No. 2 (March 15, 2014): 186–99. 
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masa transisi dari 14 Januari 2011 hingga pemilihan umum pada 23 

Oktober 2011. Penelitian ini menemukan bahwa ada perubahan 

yang terjadi pra dan pasca revolusi, yakni dari ideologi negara-

feminis ke aktivisme gender yang terdesentralisasi pada periode 

pasca revolusi. Aktivitas gender pasca terjadinya revolusi juga 

berusaha mengembalikan kembali keadilan prinsip-prinsip moral 

dasar tentang hak asasi manusia. Lebih lanjut, penelitian yang 

dilakukan oleh Pelin Gönül Sahin juga menarik untuk dikaji, dengan 

judul Women’s Liberties and Gender Equality in Tunisia: The 

Asthma of the Arab Spring?. Penelitian Pelin tersebut menjelaskan 

bagaimana kebijakan kesetaraan gender di Tunisia yang 

diimplementasikan oleh negara pada pra dan pasca revolusi Arab 

Spring, terutama mengacu pada konteks politik Tunisia modern. 

Peran perempuan dan aktor-aktor masyarakat sipil dalam masa 

transisi juga menjadi fokus penting dalam memahami dinamika 

perubahan hak dan kebebasan perempuan Tunisia. 

Selain itu, Amel Grami juga menulis penelitian tentang 

kesetaraan gender dalam artikel jurnal yang berjudul “Gender 

Equality in Tunisia”.27 Dalam penelitiannya, Grami mengungkap 

tentang status perempuan Tunisia yang terperangkap dalam perang 

politik yang memperebutkan isu-isu lain, seperti halnya 

kolonialisme, nasionalisme, modernitas, dan identitas budaya Islam. 

Dalam hal ini, negara juga berupaya mendefinisikan kembali hak 

dan kewajiban bagi semua warga negara dengan mengambil 

keputusan untuk melakukan reformasi hukum keluarga. Selain itu, 

                                                 
27 Grami, “Gender Equality in Tunisia.”, 349. 
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penelitian Grami juga mengulas mengenai status perempuan Tunisia 

dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam persoalan kesetaraan 

gender di Tunisia.  

Dengan demikian, dari bebebrapa literatur terdahulu yang 

telah disebutkan diatas, maka saya berusaha mengamati dari 

perspektif lain yakni dengan mengulas dan mengkaji secara 

komprehensif terkait persoalan penelitian yang belum terlalu 

dibahas dan dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai 

gerakan feminisme Tunisia dan perdebatan akademik dalam 

persoalan tersebut, serta konteks menguatnya politik identitas dalam 

konteks pasca revolusi Arab Spring yang menjadi poin penting 

untuk dibahas dan dikaji secara mendalam, terutama keterlibatan 

perempuan dalam lanskap politik Tunisia, yakni masuknya 

perempuan ke parlemen dan peran mereka dalam mempengaruhi 

ruang publik.  

 

E. Kerangka Teoretis 

Dalam konteks tentang gerakan feminisme dalam lanskap 

politik Tunisia, terutama pasca terjadinya peristiwa Arab Spring 

merupakan suatu usaha menganalisis suatu topik besar penelitian 

yang harus dilakukan dengan prosedur ilmiah yang komprehensif. 

Untuk itu, perlu adanya kerangka teori untuk mendukung dalam 

proses penelitian ini. Seperti apa yang telah peneliti bahas dalam 

kajian Pustaka, bahwa ada beberapa aspek yang dikaji dalam 

pembahasan penelitian ini, yakni terkait gerakan feminisme Tunisia 

pos Arab Spring dan politik identitas yang menguat pada momentum 

tersebut.  
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Peneliti menggunakan teori political opportunity structures 

atau dikenal dengan teori struktur kesempatan politik. Dalam buku 

Theories of Political Protest and Social Movement: A 

Multidisciplinary Intro duction, Critique, and Synthesis disebutkan 

bahwa ada berbagai faktor yang memainkan peran penting dalam 

upaya cara pemilihan, status sosial, dan derajat disintegrasi sosial, 

baik secara individu maupun kolektif. Dalam hal ini, Eisinger 

menyatakan beberapa faktor yang disebut dengan struktur 

kesempatan politik, seperti halnya responsivitas pemerintah yang 

lebih atau kurang mempromosikan pencapaian tujuan individu, 

yakni meningkatkan terjadinya peluang keberhasilan kegiatan 

politik warga.28 Sementara itu, tiga elemen penting dalam struktur 

kesempatan politik, yakni variabel lingkungan politik hanya disebut 

dengan struktur kesempatan politik jika berkaitan dengan tujuan 

individu. Oleh karena itu, untuk memastikan tujuan para aktor, maka 

perlu dipastikan secara empiris, kemudian baru diputuskan bahwa 

struktur kesempatan politik tersebut ada. Sementara, kedua yakni 

peluang sukses dari struktur kesempatan politik yaitu mampu 

didefinisikan secara objektif dengan sudut pandang dari pengamat. 

Ketiga, yakni untuk menentukan apakah faktor tertentu merupakan 

struktur kesempatan politik atau tidak, yakni seseorang harus 

membangun hubungan sebab akibat, yakni pertanyaan harus 

dijawab sejauh mana faktor mengubah probabilitas tujuan mampu 

tercapai. 

                                                 
 28 Karl-Dieter Opp, Theories of Political Protest and Social 

Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis, 1st ed. 

(Routledge, 2009), 37. 
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Lebih lanjut, menurut pandangan Eisinger, bahwa protes 

merupakan sebagian fungsi dari peluang politik. Dalam hal ini, ada 

dua model yang dipaparkan oleh Eisinger, yakni model linier dan 

curvilinier. Dalam model linier disebutkan bahwa protes merupakan 

bentuk dari frustataed response, jika struktur kesempatan politik 

rendah maka protes akan semakin tinggi, begitu sebaliknya, jika 

struktur kesempatan politik tinggi maka protes akan menurun. 

Maka, hal ini menyebabkan adanya suatu ekspektasi yang 

meningkat akan terjadinya permintaan individu pada politik.29 

Sementara dalam konteks gerakan feminisme dan politik 

identitas di Tunisia pos Arab Spring dapat dibaca sebagai suatu 

konstruksi dan gerakan sosial yang berupaya melakukan protes dan 

akhirnya memunculkan peluang, serta adanya kesempatan politik 

untuk masuk ke parlemen dan berpartisipasi aktif dalam lanskap 

politik Tunisia. Artinya, perempuan memiliki celah dan kesempatan 

untuk menyuarakan hak-hak dan pendapatnya melalui kanal-kanal 

politik, sehingga hal tersebut mampu dimanfaatkan oleh para 

perempuan untuk berperan dan terlibat dalam politik. 

Berdasarkan pada beberapa uraian diatas, maka perlu adanya 

pengamatan, eksplorasi data dan analisis yang mendalam untuk 

mendapatkan jawaban yang sesuai dan bersifat komprehensif. 

Untuk itu, dengan adanya penelitian ini diharalkan mampu 

memberikan sumbangsih penting dalam perdebatan akademik dan 

dunia penelitian mengenai gerakan feminisme Tunisia dan politik 

identitas pasca terjadinya revolusi Arab Spring. 

                                                 
 29 Ibid, 163. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam tahap metode penelitian, pada dasarnya memuat 

beberapa hal fundamental terkait langkah-langkah, upaya dan 

prosedur, serta strategi yang digunakan dalam suatu penelitian. 

Untuk itu, saya melakukan beberapa langkah dan strategi untuk 

mendapatkan hasil dan temuan penelitian yang mampu 

dipertanggungjawabkan keabsahannya berdasarkan prosedur 

penelitian. Langkah awal yang saya lakukan, yakni memetakan 

research question, kemudian melakukan eksplorasi dan mencari 

beberapa data terkait gerakan feminisme Tunisia pasa revolusi Arab 

Spring dan kaitannya dengan politik identitas yang terjadi dalam 

kurun waktu tahun 2011-2015.  

Dalam mendapatkan data yang otentik dan faktual atas apa 

yang terjadi dalam masa revolusi Arab Spring, saya telah membaca 

dan mengkaji beberapa kajian terkait gerakan feminisme Tunisia 

pada masa tersebut. Selain itu, terkait dengan data penelitian yang 

saya ambil, yakni menggunakan data yang terdapat dalam referensi 

primer terkait topik perempuan Tunisia, politik identitas, gerakan 

sosial, dan masyarakat Tunisia dalam konteks terjadinya revolusi 

Arab Spring.         Adapun referensi sekunder yakni beberapa 

berita, situs website, informasi dari media sosial, baik Twitter, 

Instagram, dan Facebook yang memuat beberapa informasi penting 

untuk menunjang data dan literatur sehingga data yang didapat valid 

dan mampu menjadi acuan dalam penelitian ini. 

Tidak hanya buku-buku yang yang menjadi bahan referensi 

dalam penelitian ini. Akan tetapi, juga mengambil data-data dari 

beberapa jurnal dan laporan penelitian yang menjadi bahan 
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penunjang dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk 

mengelaborasi data dan penelitian sehingga dapat menghasilkan 

sebuah tulisan yang memiliki kebaharuan. Dalam menganalisis 

bagaimana transformasi gerakan feminisme dan poltik identitas di Tunisia, 

peneliti menggunakan teori gerakan sosial. Tiga kompenen utama dalam teori 

ini yakni, peluang politis (political opportunity structure), siklus penentangan 

(cycle of contention), dan pembingkaian (framing).  Selanjutnya,   data-data 

yang sudah didapatkan, maka penulis olah dengan pendekatan 

critical reading. Ketika analisis data selesai, maka tahap selanjutnya 

yakni membaginya ke dalam beberapa variabel untuk memudahkan 

dalam menganalisis masalah dan menjawab pertanyaan dalam 

penelitian. Tahap terakhir, yakni menarasikan hasil analisis data 

yang telah dilakukan dengan tahapan yang rigid dan komprehensif. 

Sehingga, hasil temuan penelitian mampu dibaca dan 

terepresentasikan dalam hasil penelitian yang detail dan dapat 

dipertanggungjawabkan kevaliditasannya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam upaya mempermudah menguraikan penelitian ini, 

saya memetakan dan membagi kedalam beberapa bab. Selain itu, hal 

ini sebagai usaha dalam mendukung dan menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah diuraikan diatas. Dalam hal ini, akan dibagi ke 

dalam lima bab yang digambarkan secara singkat sebagai berikut. 

Bab pertama membahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang 
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didalamnya memuat gerakan feminisme Tunisia dan politik identitas 

pasca Arab Spring. 

Bab kedua mengulas tentang bagaimana gerakan feminisme 

Tunisia dalam proses politik Tunisia, terutama pasca peristiwa Arab 

Spring. Dalam bab ini juga dibahas mengenai relasi historis antara 

perempuan dan politik pada pra-Arab Spring, proses terjadinya Arab 

Spring, dan pasca Arab Spring, terutama pasca tumbangnya 

presiden Ben Ali. 

Bab ketiga membahas tentang sejauh mana politik identitas 

dan upaya gerakan kelompok feminisme yang menguat dalam ruang 

publik dan politik Tunisia modern. Pada bab ini mengulas 

keterkaitan politik identitas dan arah baru gerakan feminisme yang 

mempengaruhi konstelasi politik Tunisia pasca Arab Spring. 

Bab keempat memuat proses politik identitas yang menguat 

pasca revolusi Arab Spring, dimana erat kaitannya dengan kondisi 

masyarakat Tunisia pasca terjadinya Arab Spring pada tahun 2011 

dan adanya gerakan sosial yang akan diteliti secara intensif 

menggunakan teori kesempatan politik. Hal itu pula membuat 

semakin menguatnya identitas politik identitas dalam konteks 

politik Tunisia modern. 

Bab kelima, yakni penutup, didalamnya berisi kesimpulan 

dari analisis data dari penelitian ini dan saran-saran terkait 

kontribusi akademik untuk perbaikan penelitian-penelitian 

selanjutnya terkait gerakan feminisme dan menguatnya politik 

identitas pasca Arab Spring berkecamuk di Tunisia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Tunisia menjadi awal mula gerakan revolusi di Dunia Arab. 

Momentum Arab Spring menjadi trigger bagi arah baru politik 

Tunisia. Rezim Ben Ali yang berkuasa selama kurang lebih 30 tahun 

akhirnya runtuh. Momentum tersebut telah menjadi faktor 

perubahan politik bagi negara tersebut. Peran perempuan dan 

keterlibatan gerakan feminisme post-Arab Spring juga tidak dapat 

dinafikan. Pasalnya, mereka juga terlibat dalam mobilisasi massa 

dengan aksi demonstrasi selama meletusnya revolusi. Para 

perempuan Tunisia juga menggunakan jejaring media sosial dan 

berbagai upaya lain untuk ikut terlibat dalam proses revolusi.  

Tidak hanya itu, para perempuan dan gerakan feminisme 

Tunisia pasca revolusi juga berupaya memperjuangkan hak-hak 

mereka, terutama terkait persoalan hukum keluarga dan kesetaan 

gender. Mereka juga mulai terlibat dalam ruang politik dengan 

masuk ke parlemen. Dari situasi tersebut telah merepresentasikan 

bahwa feminisme di Tunisia telah berubah dari ideologi negara ke 

aktivisme gender. Apa yang dikemukakan oleh Amy Aisen 

Kallander bahwa gerakan feminisme di Tunisia pada sebelum Arab 

Spring disebut sebagai “state feminism”.123 Lebih lanjut, pada masa 

Arab Spring, gerakan feminisme Tunisia mengalami perubahan 

                                                 
123 Amy Aisen Kallander, Tunisia’s Modern Woman: Nation-Building and 

State Feminism in the Global 1960s, The Global Middle East 17 (Cambridge University 

Press, 2021). 
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strategi gerakan, yakni apa yang Joyce Outshoorn dan Johanna 

Kantola124 kemukakan tentang adanya perubahan yang lebih agresif 

atas isu-isu politik pemerintahan. Moghadam dan Shalaby menyebut 

Gerakan feminisme Tunisia lebih pada penguatan kesetaraan dan 

aktivisme gender. Sedangkan, pada masa post-Arab Spring peneliti 

lebih menyebut kecenderungan arah baru gerakan feminisme 

Tunisia sebagai feminisme partisipatif, yakni upaya partisipatif para 

perempuan untuk ikut terlibat dalam merespon dan mengkritik 

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, 

gender, dan hak-hak perempuan maupun berpartisipasi dalam 

berbagai kebijakan pemerintah, terutama pada masa transisi. 

Politik identitas juga menjadi persoalan penting dalam 

melihat konteks sosial-politik di Tunisia. Pasalnya, sejak masa 

pemerintahan Habib Bourguiba, kontestasi antara kubu Islamis dan 

sekuler tidak dapat terhindarkan. Kedua kubu tersebut saling 

berbenturan satu sama lain. Apalagi Tunisia juga menerapkan sistem 

pemerintahan sekuler, sehingga entitas Islam sulit mendapatkan 

tempat dalam lanskap keagamaan di Tunisia. Selain itu, demokrasi 

dan transisi politik Tunisia juga menjadi persoalan baru pasca 

revolusi. Berbagai tantangan dan kendala dalam proses 

pembentukan pemerintahan baru. Kelompok Islamis diwakili oleh 

partai Ennahda dan kelompok sekuler diwakili oleh partai Congrès 

pour la Rèpublique (CPR). Keduanya saling berkontestasi dan 

mengkompromikan situasi politik pasca revolusi. Selain itu, partai 

Ennahda sebagai partai Islamis juga berupaya mengakomodasi 

                                                 
124 Joyce Outshoorn and Johanna Kantola, Changing State Feminism, First 

Edition, 2007. 
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perempuan dalam berbagai kebijakannya. termasuk banyak 

perempuan yang masuk ke parlemen dan tergabung di Majelis 

Konstituante. Partai Ennahda juga lebih efektif memobilisasi dan 

cenderung bersifat inklusif terhadap perempuan pasca revolusi. 

Lebih lanjut, politik identitas juga menguat pasca 

penggulingan rezim Ben Ali, terutama kontestasi antara kelompok 

Islamis dan sekularis. Partai Ennahda berupaya mengambil 

kesempatan politik untuk masuk ke ruang politik, terutama dalam 

proses transisi pasca jatuhnya Ben Ali. Sementara itu, gerakan 

feminisme dan perempuan Tunisia juga tengah bernegosiasi dalam 

memperjuangkan isu gender dan ikut terlibat dalam proses transisi, 

terutama dengan adanya perempuan yang masuk ke parlemen.  Hal 

ini menjadi momentum penting bagi perempuan Tunisia untuk 

terlibat aktif dalam ruang publik dan politik Tunisia post-Arab 

Spring. Tidak hanya itu, mobilisasi gerakan perempuan Tunisia juga 

tidak dapat dinafikan dalam proses Arab Spring di Tunisia, mereka 

juga turun ke jalanan dan menyuarakan hak-hak mereka ke ruang 

publik, serta menuntut terjadinya perubahan bagi masa depan 

perempuan Tunisia dalam perundang-undangan dengan ikut serta 

dalam penyusunan konstitusi negara.  

 

B. Saran  

Beberapa ulasan dan penjelasan penelitian ini pada dasarnya 

bukan akhir dari pembahasan. Namun, persoalan ini harus diteliti 

dan diperdalam lagi untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

otentik dan komprehensif. Beberapa literatur dan referensi yang 

sesuai dengan penelitian yangs beragam juga akan menambah 
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perspektif dan pembahasan yang luas, terutama mengenai gerakan 

feminisme Tunisia dan identitas post-Arab Spring yang menjadi 

fokus pembahasan dalam penelitian ini.  Selain itu, permasalahan 

penelitian yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini pada dasarnya 

sangat luas dan beragam, tetapi peneliti berusaha memfokuskan 

pada pembahasan gerakan feminisme dan politik identitas di Tunisia 

post-Arab Spring, terutama pada kurun tahun 2011-2015.. Karena 

keterbatasan data-data dan eksplorasi peneliti, maka peneliti masih 

belum mengkaji lebih jauh terkait persoalan di Tunisia yang 

kompleks. Tidak hanya itu, keterbatasan waktu dan beberapa faktor 

juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan 

penelitian ini. 

Riset selanjutnya terkait tema dan problem penelitian yang 

dibahas dalam penelitian ini harus terus dilakukan untuk perbaikan 

penelitian ini. Terlebih mengenai dinamika politik post-Arab Spring 

pasca tahun 2015, dimana berbagai gejolak politik Tunisia juga terus 

dinamis. Oleh karena itu, perlu adanya penelusuran dan telaah yang 

komprehensif membahas tentang permasalahan tersebut. Tidak 

hanya itu, persoalan gerakan feminisme dan politik identitas yang 

dinamis, maka perlu adanya usaha memperbarui referensi dan data-

data, serta situasi dan kondisi yang terjadi dalam lanskap politik 

Tunisia mutakhir. Untuk itu, peneliti mengharapkan usaha 

penyempurnaan atas keterbatasan tesis dan menjadi bahan perbaikan 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 
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